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ABSTRAK 

Putri Devriani / 222019067 / 2023 / Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif 

Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada WPOP yang 

Terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu) / Perpajakan 

 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu bagaimanakah pengaruh 

pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak (tax evasion) (studi 

kasus pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu). Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan yaitu data primer. Populasi yang ada 

didalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik pengumpulan data yaitu dengan 

penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien 

determinasi, uji f dan uji t dibantu oleh Statistic Program For Special Science (SPSS) versi 25. 

Hasil menunjukkan bahwa secara silmultan pemeriksaan pajak, keadilan pajak, dan tarif pajak 

berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak di kantor pelayanan pajak pratama palembang 

seberang ulu. Secara parsial pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak berpengaruh 

terhadap penggelapan pajak di kantor pelayanan pajak pratama palembang seberang ulu. 

 

 

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Penggelapan Pajak, Penggelapan 

Pajak 
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ABSTRACT 

 
Putri Devriani / 222019067 / The Effect of tax Audit, tax Fairness and Tax Rates on Tax 

Evasion (Case Study on WPOP Registered at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu) / 

Taxation 

 

 

This research was conducted to answer the existing problem, namely how is the influence of tax 

audits, tax fairness and tax rates on tax evasion (a case study on WPOP registered at KPP 

Pratama Palembang Seberang Ulu). The type of research used is associative research. The data 

used is primary data. The population in this study is the individual taxpayer. The data collection 

technique is by distributing questionnaires. Data analysis techniques used in this study were 

validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear regression analysis, 

coefficient of determination test, f test and t test assisted by the Statistical Program For Special 

Science (SPSS) version 25. The results showed that significantly Simultaneous tax audit, tax 

fairness, and tax rates have a significant effect on tax evasion at the Pratama Tax Service 

Office in Palembang, opposite Ulu. Partially, tax audits, tax fairness and tax rates have an 

effect on tax evasion at the Palembang Pratama Tax Service Office opposite Ulu. 

 

 

Keywords : Tax Audit, Tax Fairness, Tax Rates, tax Evasion. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara yang berpegang teguh pada Undang-

Undang 1945 yang mengatur tentang pelaksanaan pembangunan nasional 

yang ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Suatu negara 

membutuhkan dana untuk membiayai semua kegiatan yang dilakukannya baik 

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan 

sistem pemerintahan (Theo Kusuma Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Negara 

Indonesia termasuk dalam negara yang sedang melakukan pembangunan 

nasional yang bersifat berkelanjutan dan berkesinambungan. Upaya yang 

harus dilakukan Negara Indonesia, yaitu dengan meningktkan pendapatan 

negara yang berasal dari penerimaan berupa pajak dan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah (Christina dan Ngadiman, 2022). 

Pajak mempunyai kedudukan yang sangat penting di suatu negara, 

karena  semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak pula 

sarana dan prasarana yang dibangun yang akan menciptakan perkembangan 

ekonominya. Pajak merupakan tiang pembangunan disebuah negara, berbagai 

usaha pun dilakukan demi meningkatkan penerimaan pajak oleh negara, 

dilihat dari kedudukan pajak sangat tinggi didalam pendapatan Negara. Agar 

penerimaan pajak tetap maksimal berbagai macam cara pun dilakukan, akan 

tetapi cara meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya mengutamakan peran 



2 
 

2 
 

pemerintah tetapi juga membutuhkan peran dari Wajib Pajak itu sendiri 

(Muhammad Iqbal, 2015). 

Menurut Mardiasmo (2016: 3) Pajak adalah iuran dari rakyat kepada 

negara berdasarkan undang-undang (yang bersifat memaksa) tanpa jasa 

timbal balik (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjukkan untuk membiayai rumah tangga negara. Berdasarkan Undang-

Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan pada pasal 1 

ayat 1, menyebutkan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Definisi pajak tersebut menjelaskan fungsi pajak, yaitu 

sebagai fungsi penerimaan negara (fungsi anggaran / budgetair) (Ervana, 

2019). 

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang 

digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak 

ke negara. Di Indonesia berlaku tiga sistem pemungutan pajak, yaitu official 

assessment system, self assessment system, dan withholding system. Sistem 

Official Assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan 

wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat 

perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat 

Pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan 
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pajak oleh fiskus. Sistem self assessment merupakan sistem pemungutan 

pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan 

oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak adalah 

pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan 

besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem 

administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pada sistem 

Withholding besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib 

pajak dan bukan juga fiskus. Sebagai contoh, pemotongan penghasilan 

karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Di sisi lain, pada 

sistem self assessment kepercayaan yang diberikan pemerintah memberikan 

kesempatan bagi wajib pajak untuk merencanakan penggelapan pajak (Tax 

Evasion). 

Penggelapan pajak (Tax Evasion) adalah pengurangan pajak yang 

dilakukan dengan cara melanggar peraturan perpajakan seperti memberikan 

data palsu atau menyembunyikan data Suandy (2011:21). Penyebab utama 

yang menjadikan para wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak 

(tax evasion) daripada penghindaran pajak (tax avoidance) karena jika 

mereka melakukan penghindaran pajak maka diperlukan wawasan dan 

pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana mereka  harus 

mengetahui secara mendalam  peraturan perundang-undangan tentang 

perpajakan sampai akhirnya wajib pajak dapat menemukan celah yang dapat 

ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar 

peraturan yang ada. Biasanya penghindaran pajak (tax avoidance) seperti ini 
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hanya bisa dilakukan oleh para pemberi jasa konsultan pajak, jadi dapat 

disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan 

pajak (tax evasion) karena lebih mudah dilakukan meskipun itu merupakan 

tindakan yang melanggar undang-undang (Yulianti dkk  2017). 

Perlakuan penggelapan pajak (tax evasion) di Indonesia sudah banyak 

terjadi. Salah satu kasus yang paling meresahkan masyarakat adalah kasus 

Gayus Halomoan Tambunan yang merupakan petugas pajak pada waktu itu. 

Gayus Halomoan Tambunan adalah mantan PNS di Direktorat jendral Pajak 

kemenkeu. Dari kasus tersebut tentunya akan membuat masyarakat 

menurunkan kepercayaannya terhadap petugas pajak karena uang yang akan 

dibayarkan oleh wajib pajak malah disalahgunakan. Kasus penggelapan pajak 

bukan hanya berasal dari petugas pajak, tetapi juga timbul dari keinginan 

wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk meminimalkan 

beban pajak (Palungan, 2015).  

Salah satu upaya untuk mengurangi penggelapan pajak adanya 

pemeriksaan pajak. Pemerintah harus lebih rajin dalam membenahi sistem 

pemeriksaan pajak, semakin tinggi pemeriksaan pajak maka etika wajib pajak 

mengenai penggelapan pajak semakin baik. Hal ini sesuai dengan penelitian 

(Lambey dan Walandouw, 2017) bahwa  pemeriksaan pajak berpengaruh 

positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax 

evasion).Namun tidak sejalan dengan penelitian (Dewi dan Merkusiwati, 

2017) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). 
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Keadilan dalam perpajakan juga mempengaruhi seseorang untuk 

melakukan tax evasion. Keadilan yang dimaksud adalah wajib pajak 

memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak 

(Sari,  2015). Jika semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut 

persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin 

menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan 

penggelapan pajak akan semakin tinggi (Sariani dkk,  2016). Penelitian yang 

dilakukan oleh (Sasmito, 2017) dan (Faradiza, 2018) menunjukkan bahwa 

keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2015) 

memberikan hasil bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persep si 

wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 

Faktor selanjutnya yaitu tarif pajak, dalam penetapan tarif pajak harus 

berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di 

Indonesia menggunakan tarif pajak. Tarif pajak yang tinggi akan 

mempengaruhi etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian 

(Tobing, 2015) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak tidak berpengaruh 

terhadap tax evasion atau penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh (Utami dan Helmy, 2016) tarif pajak memberikan pengaruh 

signifikan positif terhadap praktif penggelapan pajak. 

Fenomena yang terjadi di Direktorat Jendral pajak Kementerian 

Keuangan (DJP Kemenkeu) yang menangani kasus pidana perpajakan dan 

pencucian uang terhadap inisial RK, Direktur PT LMJ yang merupakan 
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perusahaan penyedia jasa keamanan bagi perusahaan-perusahaan, wajib pajak 

yang tidak menyetorkan pajak. Melalui Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan 

Agung Republik Indonesia, tersangka yang berinisial RK diancam hukuman 

pidana penjara paling singkat 6 bulan hingga paling lama 6 tahun dan denda 

minimal 2 hingga 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar 

atas perkara tindak pidana perpajakan. RK juga dijerat Pasal 3 dan/atau Pasal 

4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang, RK dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 

20 tahun dan denda senilai maksimal Rp10 miliar.  

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP 

Neilmadrin Noor mengatakan tersangka RK diduga kuat melakukan dua 

tindak pidana sekaligus , yaitu tindak pidana perpajakan dengan cara tidak 

menyetorkan pajak yang telah dipungut dengan tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) serta hanya membayar pajak ke kas negara atas 

sebagian dari penyerahan jasa kena pajak dalam SPT perusahaan miliknya, 

serta hanya membayar pajak ke kas negara atas sebagian dari pajak yang telah 

dipungut oleh perusahaannya, atas perbuatannya negara dirugikan hingga 

Rp26.9 miliar dan tindak pidana pencucian uang.  

Tujuannya untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan 

yang diperolehnya dari hasil penggelapan pajak perusahaan. “DJP akan terus 

konsisten menegakkan hukum pidana pajak demi terciptanya efek jera bagi 

pelaku dan efek gentar bagi masyarakat serta terpulihkannya kerugian pada 

pendapatan negara. Tidak hanya itu, DJP juga akan terus mengungkap kasus-
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kasus tindak pidana pencucian uang sebagai wujud komitmen Indonesia 

menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF).” tegas Neilmadrin. 

(https://makasar.antaranews.com/berita/437561/djp-kemenkeu-serahkan-

seorang-tersangka-penggelapan-pajak-dan-pencucian-uang-ke-JPU). 

Tindakan penggelapan pajak sekarang ini masih terjadi seperti kasus 

penggelapan pajak di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil 

Direktorat Jendral Pajak atau Dirjen Pajak Sumatera Barat-Jambi yang 

memenangkan kasus pidana perpajakan terhadap Andri Tan alias Titi, 

Direktur PT Jambi Tulo Pratama (JTP), wajib pajak yang curang dalam 

membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kasi Penkum Kejati Jambi Lexy 

Fatharani menjelaskan kasus dugaan penggelapan pajak itu terjadi pada bulan 

maret 2019 - Juli 2019 dengan cara sengaja menggunakan faktur pajak. 

Tujuannya seolah-olah perusahaan minyak telah melakukan pembayaran 

pajak negara.  

Perbuatan itu dilakukan terdakwah saat adanya transaksi pembelian 

BBM jenis solar yang dilakukan PT Jambi Tulo Pratama kepada PT Puspa 

Indah Karya senilai Rp35,28 miliar namun lantaran sengaja menggunakan 

faktur pajak yang seharusnya dibayar senilai Rp3,5 miliar seolah-olah telah 

dibayarkan. “Hal ini pun sesuai dengan perhitungan ahli pendapatan negara 

dari Dirjen pajak”, ujar Lexy. Dugaan penggelapan pajak yang dilakukan 

terdakwa Andri tan diancam melanggar Pasal 39A huruf a dan Pasal 39 ayat 

(1) huruf d, Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah 

diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
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Cara Perpajakan juncto UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Terdakwa Andri Tan ke Mapolsek Telanaipura, jambi untuk ditahan selama 

20 hari, kepada Andri Tan atas perkara tindak pidana perpajakan dan 

pencucian uang.  

(https://kejati-jambi.kejaksaan.go.id/kejati-jambi-tahan-bos-minyak-yang-

gelapkan-pajak-rp-35-miliar) 

Selanjutnya fenomena kasus suap pemeriksaan pajak terhadap dua 

tersangka yang merupakan konsultan pajak yang mewakili PT Gunung Madu 

Plantations (GMP) dengan inisial AIM dan RAR. Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti dan dua tersangka kasus dugaan 

suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat 

Jendral (Dirjen) Pajak ke penuntut umum agar dapat segera disidangkan. 

Dalam kontruksi perkara yang menjerat keduanya, KPK menyebut 

pada oktober 2017 dua tersangka bertemu dengan mantan Supervisor Tim 

Pemeriksaan Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Dirjen Pajak. 

Pertemuan yang dilakukan untuk membahas mengenai adanya temuan terkait 

pembayaran pajak dengan wajib pajak PT GMP, KPK menduga ada 

keinginan dua tersangka tersebut agar nilai kewajiban pajak PT GMP 

direkayasa atau diturunkan tidak sebagaimana ketentuan dengan menawarkan 

sejumlah uang. Adapun untuk merealisasikan tawaran uang itu dilakukan 

beberapa pertemuan diantaranya bertempat di Kantor Dirjen Pajak Pusat. 

(https://www.antaranews.com/berita/2823457/dua-tersangka-kasus-suap-

pemeriksaan-pajak-segera-disidangkan) 
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Fenomena selanjutnya terhadap keadilan pajak dimana seorang wajib 

pajak kebingungan saat menerima surat teguran dari otoritas pajak. Dia 

bingung karena belum lapor Surat Pemberitahuan (SPT). Padahal, WP yang 

berinisial LL itu sama sekali tak berniat untuk melanggar kewajibannya 

sebagai warga negara. Namun suatu kali, saat dia menginput data melalui 

fasilitas e-filling, SPT-nya selalu menyatakan lebih bayar. Singkat kata WP 

tersebut batal untuk melaporkan SPT. Fenomena ini barangkali mewakili satu 

dari sekian banyak WP yang kerap mengalami kendala dalam melaporkan 

SPT. Terhambat melaporkan SPT bukan karena tidak ingin patuh, melainkan 

karena kesibukan dan administrasi perpajakan yang bagi sebagian orang 

masih membingungkan. 

(https://m.bisnis.com/amp/read/20190807/259/1133523/rasa-keadilan-pajak-

yang-terkoyak) 

Ide penelitian juga mengacu pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh (Christina dan Ngadiman, 2022) pemeriksaan pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan 

keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Berbeda 

dengan penelitian (Lisa Darnasari, 2020) secara parsial keadilan pajak dan 

pemeriksaan pajak keadilan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, sedangkan 

pemeriksaann pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi 

wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh 

(Theo Kusuma Ardyaksa dan Kiswanto, 2014) menemukan bahwa keadilan 
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pajak, tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggelapan 

pajak. 

Sebagai salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Kota Palembang, 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu mengalami peningkatan  

jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, tetapi tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi masih rendah. Dilihat dari data jumlah Wajib 

Pajak Orang Pribadi yang tedaftar dan dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang melaporkan  SPT di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel I.1 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu 

Tahun 2018-2021 

 

Tahun 

WPOP 

yang 

terdaftar 

Realisasi WPOP yang 

melaporkan SPT 

Realisasi WPOP yang 

tidak melaporkan SPT 

Jumlah % Jumlah % 

2018 31.856 29.296 91,96 2.560 8,04 

2019 35.456 31.478 88,78 3.978 11,22 

2020 38.315 35.052 91,48 3.263 8,52 

2021 42.201 37.125 87,97 5.076 12,03 

Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu (2022) 

 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar belum tentu menunjukkan 

peningkatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dilihat dari data 

realisasi WPOP yang tidak melaporkan SPT, pada tahun 2018 ketidakpatuhan 

WPOP mencapai 8,04%, mengalami kenaikan sebesar 3,18% pada  tahun 

2019 menjadi 11,22%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 

2,7% dan menjadi 8,52%. WPOP tetap melakukan pelaporan SPT padahal 
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pada tahun 2020 di Indonesia sedang terjadi wabah virus corona, tetapi tidak 

untuk tahun 2021 wabah virus corona semakin parah dan berdampak pada 

Ketidakpatuhan WPOP yang melaporkan SPT karena mengalami peningkatan 

kembali sebesar 3,51% dan menjadi 12,03%. 

Hal ini menandakan bahwa masih ada Wajib Pajak Orang Pribadi di 

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yang melakukan penggelapan pajak, 

dimana pelaporan SPT belum bisa tersampaikan dengan baik karena masih 

ada sebagian WPOP belum melaksankan kewajiban perpajakannya. Banyak 

faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya  

salah satunya masalah kurangnya sistem pemeriksaan pajak dan keadilan 

pajak  dan juga penetapan tarif pajak yang membuat pola pikir wajib pajak 

untuk melaksakan kewajibannya tidak terlaksana dengan baik. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak 

dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi kasus 

pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan: 

1. Bagaimanakah pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan 

tarif pajak terhadap Penggelapan Pajak (tax evasion)? 

2. Bagaimanakah pengaruh pemeriksaan pajak pajak terhadap 

penggelapan pajak (tax evasion)?   
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3. Bagaimanakah pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak 

(tax evasion)? 

4. Bagaimanakah pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak (tax 

evasion)? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan 

Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak (tax evasion)  

2. Untuk mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap 

Penggelapan Pajak (tax evasion)  

3. Untuk mengetahui Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Penggelapan 

Pajak (tax evasion)  

4. Untuk mengetahui Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak 

(tax evasion)  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada beberapa pihak, 

yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang 

tentang pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak 

terhadap tax evasion. 
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2. Bagi KPP Pratama Seberang Ulu 

Diharpakan penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan 

masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pemeriksaan pajak, 

keadilan pajak dan tarif pajak sebagai pertimbangan pencegahan 

terjadinya tax evasion. 

3. Bagi Almamater 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi peneliti 

selanjutnya untuk menambah wawasan dan mengembangkan 

pemikiran tentang pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan terif pajak 

terhadap tax evasion. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi 

salah satu sumber untuk peneltitian selajutnya, khusunya penelitian 

yang memiliki topik yang sama.
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